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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan
karunia-Nya buku ajar ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ajar ini
disusun sebagai bagian dari upaya pengembangan bahan ajar yang relevan
dengan kebutuhan pembelajaran di bidang ekonomi pembangunan dan
perencanaan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan isu
kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kebijakan fiskal, serta ketahanan dan
kemandirian pangan.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan
pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional, terutama di
tingkat daerah. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah
daerah memiliki peran strategis dalam merancang dan melaksanakan
kebijakan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat secara berkeadilan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang
komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan fiskal, perencanaan
pembangunan, dan kondisi sosial ekonomi daerah.

Buku ajar ini disusun dengan pendekatan konseptual, metodologis, dan
empiris yang terintegrasi, serta dilengkapi dengan studi kasus pembangunan
daerah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa tidak
hanya memahami teori dan konsep, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan
realitas pembangunan di tingkat daerah. Dengan demikian, buku ini
diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran yang kontekstual dan
aplikatif.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memiliki keterbatasan dan
memerlukan penyempurnaan lebih lanjut. Oleh karena itu, kritik dan saran
yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan pada edisi selanjutnya.
Akhir kata, penulis berharap buku ajar ini dapat memberikan kontribusi positif
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pembelajaran
di bidang ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan daerah.



PRAKATA

Buku ajar ini disusun untuk mendukung proses pembelajaran pada mata
kuliah yang membahas kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kebijakan
fiskal, dan pembangunan daerah. Penyusunan buku ini didasarkan pada
kebutuhan akan bahan ajar yang tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga
mampu mengaitkan konsep dan kebijakan dengan kondisi empiris daerah
secara sistematis dan mudah dipahami oleh mahasiswa.

Struktur buku ini dirancang secara bertahap, dimulai dari pembahasan
konsep dan teori kemiskinan serta ketimpangan pendapatan, dilanjutkan
dengan pembahasan kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan, hingga
analisis kondisi sosial ekonomi daerah dan perumusan model pengentasan
kemiskinan. Penempatan metodologi dan kerangka analisis dalam buku ini
dimaksudkan sebagai alat bantu konseptual untuk memahami hubungan
antarvariabel pembangunan, bukan sebagai panduan teknis penelitian yang
bersifat kaku.

Sebagai buku ajar, penyajian materi dilakukan secara naratif dan
reflektif, disertai dengan rangkuman dan soal latihan pada setiap bab.
Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mahasiswa mengembangkan
kemampuan berpikir analitis, kritis, dan aplikatif dalam memahami persoalan
Pembangunan nasional dan daerah. Studi kasus yang digunakan dalam buku
ini dimaksudkan sebagai contoh penerapan konsep dan kebijakan, sehingga
mahasiswa dapat menarik pembelajaran yang lebih luas untuk konteks
negara/daerah lainnya.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
memberikan dukungan dan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dalam penyusunan buku ajar ini. Semoga buku ini dapat
dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan pembelajaran dan referensi dalam
pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan perencanaan pembangunan
daerah
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari Bab |, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami latar belakang permasalahan kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan-dalam konteks pembangunan daerah.

2. Menjelaskan urgensi kajian kemiskinan dan ketimpangan sebagai isu
utama dalam pembangunan ekonomi dan kebijakan publik.

3. Mengidentifikasi peran kebijakan fiskal dan perencanaan pembangunan
daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan.

4. Menumbuhkan Kkesadaran kritis terhadap kompleksitas persoalan
pembangunan daerah dan tantangan pengentasan kemiskinan.

B. KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN SEBAGAI TANTANGAN

PEMBANGUNAN

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan dua persoalan
utama yang hingga kini masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan
ekonomi, baik di tingkat global maupun nasional. Data kemiskinan global
menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dunia kembali meningkat
dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya ketimpangan
pendapatan global yang tercermin dari nilai Gini rasio rata-rata dunia (World
Bank, 2024; Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa
pertumbuhan ekonomi global belum sepenuhnya mampu menciptakan
kesejahteraan yang merata.

Secara konseptual, kemiskinan merujuk pada ketidakmampuan individu
atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum, sedangkan
ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang tidak
merata antar kelompok masyarakat (Perkins et al., 2013; Galor & Zeira, 1993).

Kemiskinan, Ketimpangan, Dan Kebijakan Fiskal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah | 1



Kedua permasalahan ini sering kali saling berkaitan, namun tidak selalu
bergerak searah. Penurunan kemiskinan tidak secara langsung diikuti oleh
penurunan ketimpangan, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai studi
empiris di negara berkembang (Fosu, 2017; Lakner et al., 2022).

Fenomena tersebut juga terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir, tingkat kemiskinan nasional mengalami penurunan, namun
ketimpangan pendapatan justru menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung
meningkat pada periode tertentu. Kondisi ini mengindikasikan bahwa
kebijakan pembangunan lebih menekankan pada pengentasan kemiskinan
absolut dibandingkan pemerataan hasil pembangunan (Badan Pusat Statistik,
2023). Padahal, studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan
merupakan salah satu determinan utama kemiskinan (Ali et al., 2022; Cerra et
al., 2021).

Ketimpangan yang tinggi tidak hanya berdampak pada distribusi
pendapatan, tetapi juga berimplikasi terhadap efektivitas pertumbuhan
ekonomi. Ravallion (1997) dan Kakwani et al. (2000) menunjukkan bahwa
elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi lebih rendah di wilayah
dengan tingkat ketimpangan awal yang tinggi. Artinya, pertumbuhan ekonomi
menjadi kurang efektif dalam menurunkan kemiskinan ketika ketimpangan
pendapatan tidak dikendalikan.

Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai
tantangan pembangunan yang bersifat struktural. Pengentasan kemiskinan
yang berkelanjutan mensyaratkan adanya strategi pembangunan yang tidak
hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan
distribusi manfaat pembangunan secara adil dan inklusif (Ravallion, 2001; de
Janvry & Sadoulet, 2021).

Selain sebagai permasalahan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan
juga merupakan persoalan sosial dan kelembagaan yang saling berkaitan.
Ketimpangan pendapatan yang tinggi tidak hanya mencerminkan perbedaan
kemampuan ekonomi antar individu atau kelompok, tetapi juga menunjukkan
adanya ketimpangan akses terhadap sumber daya produktif, layanan publik,
dan kesempatan ekonomi. Galor dan Zeira (1993) menegaskan bahwa
ketimpangan dapat membatasi investasi sumber daya manusia kelompok
miskin karena keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang
pada akhirnya memperkuat perangkap kemiskinan antargenerasi. Dalam
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kondisi tersebut, kemiskinan tidak lagi bersifat sementara, melainkan menjadi
struktural dan sulit diatasi hanya melalui pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan
yang tinggi dapat memperlambat laju penurunan kemiskinan, bahkan ketika
pertumbuhan ekonomi berlangsung relatif stabil. Fosu (2017) menemukan
bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan
menjadi jauh lebih lemah di negara atau wilayah dengan tingkat ketimpangan
awal yang tinggi. Temuan ini diperkuat oleh Lakner et al. (2022) yang
menunjukkan bahwa penurunan ketimpangan pendapatan memiliki dampak
yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan global. Dengan kata lain,
ketimpangan bukan sekadar dampak sampingan dari pembangunan, tetapi
merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan pengentasan
kemiskinan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan kemiskinan dan ketimpangan
semakin kompleks karena adanya disparitas antar wilayah dan antar kelompok
sosial. Perbedaan struktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta
kapasitas fiskal daerah menyebabkan manfaat pembangunan tidak
terdistribusi secara merata. Data nasional menunjukkan bahwa penurunan
tingkat kemiskinan tidak selalu diikuti oleh penurunan ketimpangan
pendapatan, sebagaimana tercermin dari dinamika indeks Gini dalam
beberapa tahun terakhir (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ini
mengindikasikan bahwa intervensi kebijakan yang berfokus pada penurunan
kemiskinan absolut belum cukup untuk mengatasi ketimpangan struktural
yang ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu dipahami sebagai
tantangan pembangunan yang saling terkait dan memerlukan pendekatan
kebijakan yang terintegrasi. Pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan tidak
hanya menuntut peningkatan pendapatan kelompok miskin, tetapi juga
perbaikan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi secara lebih adil.
Pendekatan ini menempatkan ketimpangan sebagai variabel penting dalam
perumusan kebijakan pembangunan, sehingga upaya pengentasan kemiskinan
tidak berhenti pada pencapaian jangka pendek, tetapi mampu menciptakan
kesejahteraan yang lebih merata dan inklusif dalam jangka panjang
(Ravallion, 2001; de Janvry & Sadoulet, 2021).
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C. PERAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEBIJAKAN
FISKAL DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN
Dalam teori ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dipandang

sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

menurunkan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan
kapasitas produksi suatu wilayah yang diharapkan mampu menciptakan
lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan
ekonomi. Kuznets (1955; 1963) mengemukakan bahwa hubungan antara

pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berbentuk U-terbalik, di

mana ketimpangan meningkat pada tahap awal pembangunan dan menurun

pada tahap selanjutnya. Namun, hipotesis ini banyak diperdebatkan oleh studi-
studi empiris berikutnya.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu
menurunkan kemiskinan dan memperbaiki standar hidup masyarakat miskin
(Ravallion & Chen, 2022; Amar & Pratama, 2020; Kouadio & Gakpa, 2022).
Namun, studi lain menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu
berdampak signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan, bahkan
dalam beberapa kasus tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Adams, 2003;
Usmanova, 2023; Ali et al., 2022). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa
hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan
bersifat kompleks dan sangat dipengaruhi oleh konteks struktural suatu
wilayah.

Kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen pemerintah untuk
mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Melalui
belanja pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, pemerintah berupaya
meningkatkan kapasitas ekonomi kelompok miskin dan mengurangi
kesenjangan sosial. Berbagai studi menunjukkan bahwa belanja pendidikan
dan kesehatan memiliki peran penting dalam menurunkan kemiskinan dan
meningkatkan mobilitas sosial (Hirvonen et al., 2018; Cammeraat, 2020).
Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada desain
dan ketepatan sasaran kebijakan. Pajak yang bersifat regresif atau belanja
sosial yang tidak tepat sasaran berpotensi gagal menurunkan ketimpangan,
bahkan dapat memperburuk distribusi pendapatan (Higgins & Pereira, 2013;
Bucheli et al., 2018).

4 | Kemiskinan, Ketimpangan, Dan Kebijakan Fiskal Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah



Berbagai studi mutakhir juga menyoroti pentingnya mekanisme tidak
langsung dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan
kemiskinan. Ketimpangan pendapatan sering kali berperan sebagai variabel
perantara yang menentukan seberapa besar manfaat pertumbuhan dapat
dirasakan oleh kelompok miskin. Ravallion (2001) dan Fosu (2017)
menunjukkan bahwa lemahnya interaksi antara pertumbuhan ekonomi dan
distribusi pendapatan menjadi salah satu penyebab utama mengapa
pertumbuhan dan kebijakan fiskal tidak selalu efektif menurunkan kemiskinan
melalui jalur ketimpangan. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan
kemiskinan tidak dapat diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan
kebijakan makro semata.

Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
membutuhkan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan
kebijakan fiskal yang pro-poor. Pertumbuhan ekonomi harus diarahkan agar
melibatkan kelompok miskin secara aktif, sementara kebijakan fiskal harus
dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi penduduk miskin secara
berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, pertumbuhan ekonomi berisiko hanya
menghasilkan penurunan kemiskinan jangka pendek tanpa mampu mengatasi
ketimpangan struktural.

D. URGENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DALAM PEMBANGUNAN INKLUSIF
Perencanaan pembangunan daerah memiliki peran yang sangat strategis

dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, terutama
dalam konteks pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Dalam
sistem pemerintahan yang menerapkan desentralisasi fiskal seperti Indonesia,
pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam merancang
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan karakteristik
wilayahnya. Kewenangan tersebut menjadikan perencanaan pembangunan
daerah sebagai instrumen kunci dalam menerjemahkan tujuan pembangunan
nasional ke dalam kebijakan yang relevan dan efektif di tingkat lokal.
Pembangunan yang inklusif tidak dapat dicapai tanpa perencanaan yang
berkualitas. Perencanaan yang lemah, tidak berbasis data, atau tidak
terintegrasi  dengan penganggaran berpotensi menghasilkan program
pengentasan kemiskinan yang tidak tepat sasaran dan kurang berkelanjutan.
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Hal ini sering tercermin dalam tumpang tindih program antar perangkat
daerah, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta
minimnya evaluasi dampak kebijakan terhadap kelompok miskin dan rentan
(Wicaksono, 2017; Nursini et al., 2018).

Urgensi perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat karena
pertumbuhan ekonomi dan kebijakan fiskal tidak selalu efektif menurunkan
kemiskinan melalui penurunan ketimpangan. Dalam konteks ini, perencanaan
pembangunan daerah berfungsi sebagai instrumen penghubung antara
kebijakan makro dan kondisi mikro masyarakat. Perencanaan yang baik
memungkinkan pemerintah daerah memetakan kantong-kantong kemiskinan,
mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, serta merancang intervensi
pembangunan yang sesuai dengan potensi lokal (Nursini, 2020).

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah memiliki peran penting
dalam mendorong kemandirian pangan sebagai strategi pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan. Bagi rumah tangga miskin, pangan merupakan
komponen terbesar dalam struktur pengeluaran. Ketergantungan yang tinggi
terhadap pasar pangan membuat kelompok miskin sangat rentan terhadap
fluktuasi harga dan guncangan ekonomi. Melalui perencanaan yang
terintegrasi, pemerintah daerah dapat mendorong peningkatan produksi
pangan lokal, memperluas akses terhadap lahan dan sarana produksi, serta
memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat miskin. Upaya tersebut tidak
hanya mengurangi beban pengeluaran, tetapi juga meningkatkan pendapatan
dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah tidak dapat
dipahami sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai
instrumen strategis pembangunan. Perencanaan yang berkualitas mampu
mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kebutuhan riil
masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dapat dicapai
secara lebih efektif dan berkelanjutan (de Janvry & Sadoulet, 2021; Asongu
& Eita, 2023).

E. RANGKUMAN BAB I
Bab | membahas kemiskinan dan ketimpangan pendapatan sebagai

tantangan utama pembangunan ekonomi yang hingga kini masih dihadapi oleh
banyak negara, termasuk Indonesia. Kemiskinan dan ketimpangan merupakan
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dua permasalahan yang saling berkaitan namun tidak selalu bergerak searah.
Penurunan tingkat kemiskinan tidak berjalan parallel dengan penurunan
ketimpangan pendapatan, karena manfaat pembangunan sering kali
terdistribusi secara tidak merata antar kelompok masyarakat maupun antar
wilayah.

Bab ini menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki peran
penting dalam menentukan efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam
menurunkan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi dapat menghambat akses
kelompok miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi,
sehingga memperlemah dampak pertumbuhan ekonomi dan memperkuat
kemiskinan struktural. Oleh karena itu, kemiskinan dan ketimpangan perlu
dipahami sebagai persoalan pembangunan yang bersifat struktural dan
memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi.

Selanjutnya, bab ini mengkaji peran pertumbuhan ekonomi dan
kebijakan fiskal dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
Pertumbuhan ekonomi secara teoritis mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan menurunkan kemiskinan, namun bukti empiris menunjukkan
bahwa pertumbuhan tidak selalu berdampak signifikan terhadap penurunan
ketimpangan pendapatan. Kebijakan fiskal, melalui instrumen pajak dan
belanja pemerintah, berperan untuk mengoreksi ketimpangan distribusi
pendapatan. Namun, efektivitas kebijakan fiskal sangat bergantung pada
desain kebijakan dan ketepatan sasaran, karena kebijakan yang tidak tepat
dapat gagal menurunkan kemiskinan dan bahkan memperburuk ketimpangan.

Bab ini juga menekankan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi,
kebijakan fiskal, kemiskinan, dan ketimpangan bersifat kompleks.
Ketimpangan pendapatan sering kali berperan sebagai variabel perantara yang
menentukan seberapa besar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan
oleh kelompok miskin. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dan
ketimpangan memerlukan sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif
dan kebijakan fiskal yang pro-poor.

Pada bagian akhir, bab ini menguraikan urgensi perencanaan
pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif. Dalam
konteks desentralisasi fiskal, perencanaan pembangunan daerah memiliki
peran strategis sebagai penghubung antara kebijakan makro dan kondisi mikro
masyarakat. Perencanaan yang berkualitas, berbasis data, dan terintegrasi
dengan penganggaran diperlukan agar kebijakan dan program pembangunan
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benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk dalam
mendorong kemandirian pangan sebagai salah satu strategi pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan. Dengan demikian, Bab | memberikan landasan
konseptual dan kebijakan bagi pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

=

10.

SOAL LATIHAN BAB |

Jelaskan perbedaan antara kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta
mengapa kedua konsep tersebut tidak selalu bergerak searah.

Mengapa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat menghambat
efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan kemiskinan?
Jelaskan peran kebijakan fiskal dalam mengoreksi ketimpangan
pendapatan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar.

Analisis mengapa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu
menghasilkan pembangunan yang inklusif. Gunakan contoh empiris atau
ilustrasi sederhana.

Jelaskan bagaimana ketimpangan pendapatan dapat berperan sebagai
variabel perantara dalam hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
kemiskinan.

Analisis perbedaan dampak belanja pendidikan dan kesehatan
dibandingkan dengan belanja perlindungan sosial dalam pengentasan
kemiskinan dan ketimpangan.

Sebuah daerah mengalami penurunan tingkat kemiskinan, namun pada
saat yang sama ketimpangan pendapatan meningkat. Analisis
kemungkinan penyebab terjadinya fenomena tersebut dan berikan
rekomendasi kebijakan yang tepat.

Jelaskan bagaimana perencanaan pembangunan daerah dapat
meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal dalam menurunkan
kemiskinan dan ketimpangan.

Analisis peran kemandirian pangan dalam mengurangi kerentanan
ekonomi rumah tangga miskin di daerah perdesaan.

Menurut Anda, apakah pengentasan kemiskinan harus diprioritaskan
dibandingkan pengurangan ketimpangan, atau sebaliknya? Jelaskan
aprumen Anda berdasarkan konsep yang dipelajari pada Bab 1.
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11. Diskusikan peran perencanaan pembangunan daerah dalam memastikan
bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh kelompok
masyarakat paling miskin dan rentan.
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BABII

KONSEP DASAR
KEMISKINAN DAN
KETIMPANGAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari Bab 11, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep dan definisi kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan berdasarkan berbagai perspektif teori pembangunan.

2. Memahami pendekatan pengukuran kemiskinan dan ketimpangan, serta
keterbatasan masing-masing pendekatan.

3. Menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan
pendapatan, dan kemiskinan dalam kerangka teori ekonomi
pembangunan.

4. Mengaitkan teori kemiskinan dan ketimpangan dengan kebijakan publik,
khususnya kebijakan fiskal dan pembangunan daerah.

5. Membangun kerangka pemahaman teoretis sebagai dasar untuk
membaca analisis empiris dan kebijakan pada bab-bab selanjutnya.

B. KONSEP DAN UKURAN KEMISKINAN
Kemiskinan merupakan fenomena pembangunan yang bersifat

kompleks, struktural, dan multidimensional, sehingga tidak dapat dipahami
semata-mata sebagai kondisi rendahnya pendapatan atau konsumsi. Secara
tradisional, kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan individu atau
rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan
papan. Perkins et al. (2013) memandang kemiskinan sebagai keterbatasan
sistemik yang dialami individu atau kelompok masyarakat dalam mengakses
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sumber daya ekonomi, layanan publik, dan kesempatan pembangunan. Dalam
perkembangan selanjutnya, konsep kemiskinan semakin luas yakni mencakup
dimensi sosial, pendidikan, kesehatan, partisipasi sosial, serta kerentanan
terhadap risiko ekonomi dan sosial (World Bank, 2022). Dalam perspektif ini,
rendahnya pendapatan hanyalah salah satu manifestasi dari kemiskinan,
sementara akar permasalahannya terletak pada ketimpangan akses terhadap
pendidikan, kesehatan, modal, teknologi, serta kelemahan institusi ekonomi
dan politik yang mengatur distribusi sumber daya.

Menurut Perkins et al. (2013), kemiskinan juga berkaitan erat dengan
kegagalan pasar dan kegagalan kelembagaan. Ketika mekanisme pasar tidak
mampu menciptakan kesempatan kerja yang layak dan institusi publik tidak
efektif dalam menyediakan layanan dasar, kelompok masyarakat tertentu akan
terperangkap dalam kemiskinan yang bersifat persisten. Kondisi ini
menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi saja sering kali tidak cukup
untuk mengatasi kemiskinan, terutama di negara berkembang dengan tingkat
ketimpangan pendapatan yang tinggi. Oleh karena itu, pengentasan
kemiskinan memerlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya mendorong
pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperbaiki distribusi sumber daya dan
memperkuat kapasitas kelompok miskin.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Brady (2019) yang menekankan
bahwa kemiskinan merupakan kondisi kerentanan multidimensional yang
mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan institusional. Bradley melihat
kemiskinan sebagai keterbatasan kapabilitas individu dalam menghadapi
risiko dan guncangan ekonomi, seperti krisis ekonomi, fluktuasi harga
pangan, bencana alam, dan perubahan struktur pasar tenaga kerja. Dalam
konteks ini, kelompok miskin tidak hanya mengalami kekurangan
pendapatan, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang rendah, sehingga
lebih rentan terhadap guncangan eksternal dan lebih sulit keluar dari
kemiskinan tanpa dukungan kebijakan publik yang memadai.

Konsep kemiskinan juga dikaitkan pemikiran konsep pembangunan
manusia oleh Amartya Sen (1999) dengan pendekatan kapabilitas bahwa
kemiskinan adalah kegagalan dalam mencapai fungsi-fungsi dasar kehidupan
dan keterbatasan kebebasan untuk memilih kehidupan yang bernilai. Dengan
demikian, kemiskinan mencerminkan kurangnya kemampuan untuk hidup
sehat, memperoleh pendidikan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial
dan politik. Dengan menggabungkan beberapa pandangan tersebut, maka
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konsep kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi keterbatasan struktural
dan kerentanan multidimensional yang saling terkait. Kemiskinan tidak hanya
mencerminkan kegagalan individu dalam memperolen pendapatan,
keterbatasan dalam berpartisipasi, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem
pembangunan dalam menyediakan akses yang adil terhadap sumber daya,
layanan dasar, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, strategi pengentasan
kemiskinan harus bersifat komprehensif dan berkelanjutan, mencakup
peningkatan pendapatan, perluasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan,
penguatan kelembagaan ekonomi, serta perlindungan terhadap risiko dan
guncangan ekonomi. Pemahaman konseptual ini menjadi landasan penting
dalam merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan,
khususnya dalam kerangka pembangunan daerah dan pengurangan
ketimpangan pendapatan.

Sejalan dengan berbagai pandangan seperti Amartya Sen (1999), Perkins
et al. (2013), Brady (2019), dan World Bank (2022) yang menekankan
kemiskinan sebagai fenomena struktural dan multidimensional, maka
pengukuran kemiskinan juga berkembang seiring dengan perkembangan
konsepnya. Beberapa ukuran kemiskinan seperti Multidimensional Poverty
Index (MPI), Poverty gap index, poverty severity index, dan headcount index.

Untuk di Indonesia oleh BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar
untuk mengidentifikasi keterbatasan minimum yang dihadapi rumah tangga
miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam praktik pengukuran kemiskinan di Indonesia, Badan Pusat
Statistik (BPS) menggunakan pendekatan kemiskinan absolut berbasis
kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini mendefinisikan
penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan
mencerminkan nilai moneter minimum yang diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan dasar hidup secara layak. Pendekatan ini menekankan bahwa
kemiskinan diukur dari sisi pengeluaran, bukan pendapatan, karena
pengeluaran dianggap lebih stabil dan lebih mencerminkan tingkat
kesejahteraan rumah tangga.

Garis kemiskinan menurut BPS terdiri dari dua komponen utama, yaitu
Garis Kemiskinan Pangan (GKP) dan Garis Kemiskinan Non-Pangan
(GKNP). Garis Kemiskinan Pangan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran
minimum untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi sebesar 2.100
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kilokalori per kapita per hari. Kebutuhan energi tersebut direpresentasikan
melalui paket komoditas pangan yang umum dikonsumsi oleh penduduk
Indonesia, seperti beras, umbi-umbian, ikan, daging, telur, sayur, dan bahan
pangan lainnya. Dengan demikian, GKP mencerminkan kemampuan rumah
tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan minimum yang diperlukan untuk
mempertahankan kondisi fisik yang sehat.

Sementara itu, Garis Kemiskinan Non-Pangan mencakup kebutuhan
dasar selain pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian,
transportasi, dan kebutuhan sosial dasar lainnya. Komponen non-pangan ini
dihitung berdasarkan pola pengeluaran rumah tangga yang berada di sekitar
garis kemiskinan, sehingga mencerminkan kebutuhan minimum yang realistis
sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan
menggabungkan GKP dan GKNP, BPS memperoleh Garis Kemiskinan total
yang digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan status miskin atau
tidak miskin.

Pendekatan yang digunakan BPS memiliki keunggulan dalam hal
konsistensi dan kemudahan perbandingan antar wilayah dan antar waktu.
Dengan menggunakan standar kebutuhan dasar yang relatif seragam, data
kemiskinan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perumusan
kebijakan nasional dan daerah, serta sebagai indikator kinerja pembangunan.
Namun demikian, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Pengukuran
kemiskinan berbasis garis kemiskinan cenderung bersifat statis dan belum
sepenuhnya menangkap dimensi non-materiil kemiskinan, seperti kerentanan,
ketidakamanan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik
berkualitas.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, ukuran kemiskinan
menurut BPS tetap memiliki peran yang sangat penting karena menjadi
rujukan utama dalam penentuan sasaran program pengentasan kemiskinan dan
alokasi anggaran. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam literatur
pembangunan, penggunaan ukuran kemiskinan berbasis garis kemiskinan
perlu dilengkapi dengan pemahaman yang lebih luas mengenai kondisi sosial
ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengentasan kemiskinan
tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi
juga pada peningkatan kualitas hidup dan ketahanan ekonomi rumah tangga
miskin secara berkelanjutan.
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C. KONSEP DAN UKURAN KETIMPANGAN PENDAPATAN
Ketimpangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan yang

tidak merata antar individu, kelompok masyarakat, atau wilayah.
Ketimpangan umumnya diukur menggunakan indeks Gini, yang nilainya
berkisar antara nol hingga satu. Nilai nol menunjukkan distribusi pendapatan
yang sepenuhnya merata, sedangkan nilai satu menunjukkan ketimpangan
yang sangat tinggi. Selain indeks Gini, ketimpangan juga dapat dianalisis
melalui perbandingan pendapatan antar kelompok, seperti rasio antara
pendapatan kelompok terkaya dan termiskin.

Dalam teori ekonomi pembangunan, ketimpangan pendapatan memiliki
posisi yang ambivalen. Di satu sisi, ketimpangan dianggap sebagai
konsekuensi awal dari proses pembangunan, terutama ketika transformasi
struktural dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa berlangsung. Di sisi
lain, ketimpangan yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan karena
menurunkan akses kelompok miskin terhadap pendidikan, kesehatan, dan
modal produktif. Ketimpangan yang tinggi juga berpotensi menimbulkan
ketidakstabilan sosial dan politik yang pada akhirnya dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi.

Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan
memiliki hubungan yang erat dengan kemiskinan. Ketimpangan yang tinggi
dapat memperlambat laju penurunan kemiskinan karena manfaat
pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati oleh kelompok berpendapatan
atas. Dalam kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi
kelompok miskin hanya memperoleh manfaat yang terbatas. Hal ini
menunjukkan bahwa ketimpangan bukan sekadar isu distribusi, melainkan
faktor penentu efektivitas pembangunan itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, ketimpangan pendapatan juga memiliki
dimensi spasial yang kuat. Disparitas antar wilayah, khususnya antara wilayah
perkotaan dan perdesaan serta antara kawasan barat dan timur Indonesia,
mencerminkan perbedaan akses terhadap infrastruktur, investasi, dan layanan
publik. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendapatan tidak dapat
dilepaskan dari konteks pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan
yang berbasis wilayah.

Kurva Lorenz sebagai Alat Analisis Ketimpangan Pendapatan

Kurva Lorenz merupakan alat grafis yang digunakan untuk
menggambarkan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu
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masyarakat. Menurut Perkins et al. (2013), Kurva Lorenz menunjukkan sejauh
mana distribusi pendapatan menyimpang dari kondisi pemerataan sempurna.
Kurva ini dibangun dengan membandingkan persentase kumulatif penduduk
dengan persentase kumulatif pendapatan yang mereka terima.

Pada sumbu horizontal (sumbu X) ditunjukkan persentase kumulatif
penduduk, dimulai dari kelompok berpendapatan terendah hingga tertinggi.
Pada sumbu vertikal (sumbu Y) ditunjukkan persentase kumulatif pendapatan
yang diterima oleh penduduk tersebut. Garis diagonal dari titik nol ke titik
seratus persen disebut sebagai garis pemerataan sempurna (line of perfect
equality). Garis ini menggambarkan kondisi ideal di mana setiap persentase
penduduk menerima persentase pendapatan yang sama.

Jika distribusi pendapatan benar-benar merata, maka Kurva Lorenz akan
berimpit dengan garis pemerataan sempurna. Namun, dalam kenyataan, Kurva
Lorenz hampir selalu berada di bawah garis tersebut, yang mencerminkan
adanya ketimpangan pendapatan. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis
pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketimpangan pendapatan dalam
masyarakat (Perkins et al., 2013). Misalkan terdapat 5 rumah tangga dengan
distribusi pendapatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Contoh Distribusi Pendapatan yang Merata

Rumah Tangga | Persentase Penduduk | Persentase Pendapatan
1 20% 20%
2 40% 40%
3 60% 60%
4 80% 80%
5 100% 100%

Dalam kondisi ini, setiap 20 persen penduduk menerima 20 persen
pendapatan. Kurva Lorenz akan berimpit dengan garis diagonal, yang
menunjukkan distribusi pendapatan sepenuhnya merata. Nilai Gini Rasio pada
kondisi ini adalah nol, yang berarti tidak terdapat ketimpangan pendapatan.
Distribusi seperti ini bersifat teoretis dan jarang ditemukan dalam dunia nyata,
tetapi penting sebagai pembanding ideal dalam analisis ketimpangan. Sebagai
perbandingan, misalkan terdapat 5 rumah tangga dengan distribusi pendapatan
berikut:
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Tabel 2. 2. Contoh Distribusi Pendapatan yang tidak merata

Rumah Tangga | Persentase Penduduk | Persentase Pendapatan
1 (termiskin) 20% 5%
2 40% 10%
3 60% 20%
4 80% 35%
5 (terkaya) 100% 100%

Dalam contoh ini, 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai 10
persen pendapatan, sementara 20 persen penduduk teratas menguasai 65
persen pendapatan. Kurva Lorenz akan melengkung jauh ke bawah dari garis
pemerataan sempurna. Semakin besar lengkungan ini, semakin tinggi tingkat
ketimpangan pendapatan.

Menurut Perkins et al. (2013), kondisi seperti ini mencerminkan struktur
ekonomi yang tidak inklusif, di mana manfaat pertumbuhan ekonomi
terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Nilai Gini Rasio dalam distribusi
seperti ini akan relatif tinggi, mencerminkan ketimpangan pendapatan yang
signifikan.

Makna Kurva Lorenz dalam Analisis Pembangunan

Kurva Lorenz tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga
sebagai dasar perhitungan Gini Rasio. Luas area antara garis pemerataan
sempurna dan Kurva Lorenz mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan.
Semakin besar area tersebut, semakin besar nilai Gini Rasio dan semakin
tinggi ketimpangan.

Dalam kerangka pembangunan daerah, Kurva Lorenz membantu
perencana dan pengambil kebijakan untuk memahami apakah pertumbuhan
ekonomi dinikmati secara luas atau hanya terkonsentrasi pada kelompok
tertentu. Ketika Kurva Lorenz semakin menjauh dari garis pemerataan
sempurna, maka kebijakan pembangunan perlu diarahkan pada penguatan
distribusi pendapatan, misalnya melalui kebijakan fiskal pro-poor,
peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perencanaan
pembangunan daerah yang lebih inklusif.
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Gambar 2. 1. Kurva Lorenz ([lustratif Representatif)

Badan Pusat Statistik (BPS) secara rutin mempublikasikan data
ketimpangan pendapatan yang mencerminkan distribusi pengeluaran
penduduk menurut kelompok persentil atau kuintil. Berdasarkan pola umum
data BPS, distribusi pengeluaran rumah tangga di Indonesia menunjukkan
bahwa kelompok penduduk berpengeluaran tinggi menguasai proporsi
pengeluaran yang jauh lebih besar dibandingkan kelompok penduduk
berpengeluaran rendah. Pola ini dapat digunakan untuk membangun Kurva
Lorenz sebagai alat visualisasi ketimpangan pendapatan.

Sebagai ilustrasi, Tabel 2.3. menyajikan distribusi pengeluaran penduduk
Indonesia menurut kuintil, yang mencerminkan pola umum pada tingkat
nasional.

Tabel 2. 3. llustratif Distribusi Pengeluaran Penduduk

Kuintil Persentase Persentase Persentase
Penduduk Penduduk Pengeluaran Pengeluaran
Kumulatif Kumulatif
20% 20% 7% 7%
termiskin
Kuintil 2 40% 11% 18%
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Kuintil 3 60% 16% 34%
Kuintil 4 80% 23% 57%
20% terkaya 100% 43% 100%

Tabel 2.3. menunjukkan bahwa 40 persen penduduk terbawah hanya
menguasai sekitar 18 persen total pengeluaran, sementara 20 persen penduduk
teratas menguasai lebih dari 40 persen pengeluaran nasional. Pola ini
merupakan ciri khas distribusi pendapatan yang tidak merata dan konsisten
dengan nilai Gini Rasio Indonesia yang berada pada kategori ketimpangan
menengah. Semakin besar lengkungan Kurva Lorenz menjauhi garis
pemerataan sempurna, semakin besar pula ketimpangan distribusi pendapatan
atau pengeluaran (Perkins et al. 2013). Dalam contoh tersebut, lengkungan
yang cukup tajam menunjukkan bahwa manfaat pembangunan ekonomi masih
terkonsentrasi pada kelompok penduduk berpengeluaran tinggi.

Sebagai pembanding, pada distribusi yang lebih merata bahwa 40 persen
penduduk terbawah idealnya menguasai mendekati 40 persen pengeluaran.
Kurva Lorenz akan lebih dekat ke garis diagonal dan Nilai Gini Rasio akan
lebih rendah. Namun, pada umumnya fakta menunjukkan bahwa kondisi
tersebut belum tercapai, sehingga kebijakan pembangunan perlu diarahkan
untuk memperkuat distribusi pendapatan melalui kebijakan fiskal,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perencanaan pembangunan
daerah yang inklusif.

D. PERTUMBUHAN EKONOMI, HIPOTESIS KUZNETS, DAN
KRITIKNYA
Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan

telah lama menjadi perhatian utama dalam literatur ekonomi pembangunan.
Hipotesis Kuznets menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan,
pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan karena
hanya sebagian kecil masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang
ekonomi baru. Namun, seiring dengan meningkatnya pendapatan per kapita
dan meluasnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, ketimpangan
akan menurun. Meskipun hipotesis Kuznets memberikan kerangka awal untuk
memahami dinamika ketimpangan, banyak studi empiris menunjukkan bahwa
pola U-terbalik tersebut tidak selalu berlaku, terutama di negara berkembang.
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Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kebijakan Fiskal
dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan
struktural yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika kebijakan fiskal
dan proses perencanaan pembangunan daerah. Dalam era
desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang
semakin luas dalam pengelolaan fiskal, namun efektivitas kebijakan
yang dihasilkan sangal bergantung pada kemampuan analitis dalam
memahami hubungan antara instrumen fiskal, distribusi pendapatan,
dan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini menghadirkan pendekatan teoretis dan empiris secara
terintegrasi dalam menganalisis keterkaitan antara kemiskinan,
ketimpangan, dan kebijakan fiskal dalam kerangka perencanaan
pembangunan daerah. Berbeda dari buku ajar yang bersifat deskriptif,
buku ini tidak hanya menguraikan konsep dan teori pembangunan,
tetapi juga menyajikan analisis data serta hasil studi empiris untuk
menguji hubungan antarvariabel pembangunan secara sistematis.

Kontribusi utama buku ini terletak pada perumusan model
pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan yang
berbasis analisis empiris dan relevan dengan konteks pembangunan
daerah. Model tersebut disusun sebagai kerangka konseptual dan
operasional yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, peneliti,
maupun perencana pembangunan dalam merancang kebijakan fiskal
yang lebih efektif, inklusif, dan berbasis bukti.

Disusun secara terstruktur dan analitis, buku ini dilengkapi dengan
kerangka pemikiran, studi kasus, rangkuman, serta soal latihan pada
setiap bab. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfungsi sebagai
bahan ajar, tetapi juga sebagai referensi ilmiah yang memberikan
kontribusi dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan dan
perencanaan pembangunan daerah.
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